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BAB III 

KODE ETIK JURNALISTIK DEWAN PERS 

 

3.1. Profil Dewan Pers 

3.1.1 Sejarah Berdirinya Dewan Pers 

Dewan Pers adalah sebuah lembaga independen di Indonesia 

yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers 

di Indonesia. Dewan Pers pertama kali dibentuk tahun 1968. 

Pembentukannya berdasar Undang-Undang No. 11 tahun 1966 tentang 

Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers yang ditandatangani Presiden 

Soekarno, 12 Desember 1966. Dewan Pers kala itu, sesuai Pasal 6 ayat 

(1) UU No.11/1966, berfungsi mendampingi pemerintah, bersama-

sama membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional. 

Sedangkan Ketua Dewan Pers dijabat oleh Menteri Penerangan (Pasal 

7 ayat (1)) (Dewan Pers, 2013 : 5). 

Pemerintahan Orde Baru melalui Undang-Undang No. 21 

Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana 

Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967, yang 

ditandatangani Presiden Soeharto 20 September 1982 tidak banyak 

mengubah keberadaan Dewan Pers. Kedudukan dan fungsinya sama: 

lebih menjadi penasehat pemerintah, khususnya kantor Departemen 
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Penerangan. Sedangkan Menteri Penerangan tetap merangkap sebagai 

Ketua Dewan Pers. 

Perubahan yang terjadi, menurut UU No. 21 Tahun 1982 

tersebut, adalah penyebutan dengan lebih jelas keterwakilan berbagai 

unsur dalam keanggotaan Dewan Pers. Pasal 6 ayat (2) UU No. 21 

Tahun 1982 menyatakan “Anggota Dewan Pers terdiri dari wakil 

organisasi pers, wakil Pemerintah dan wakil masyarakat dalam hal ini 

ahli-ahli di bidang pers serta ahli-ahli di bidang lain”. Undang-Undang 

sebelumnya hanya menjelaskan “anggota Dewan Pers terdiri dari 

wakil-wakil organisasi pers dan ahli-ahli dalam bidang pers”. 

Perubahan fundamental terjadi pada tahun 1999, seiring dengan 

terjadinya pergantian kekuasaan dari Orde Baru ke Orde Reformasi. 

Melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang 

diundangkan 23 September 1999 dan ditandatangani oleh Presiden 

Bacharudin Jusuf Habibie, Dewan Pers berubah menjadi Dewan Pers 

(yang) Independen. Pasal 15 ayat (1) UU Pers menyatakan “Dalam 

upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan 

kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen” 

(Dewan Pers, 2013 : 6).  

Fungsi Dewan Pers Independen tidak lagi menjadi penasehat 

pemerintah tapi pelindung kemerdekaan pers. Hubungan struktural 

antara Dewan Pers dengan pemerintah diputus, terutama sekali 

dipertegas dengan pembubaran Departemen Penerangan oleh Presiden 
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Abdurrahman Wahid. Tidak lagi ada wakil pemerintah dalam 

keanggotaan Dewan Pers seperti yang berlangsung selama masa Orde 

Baru. Meskipun pengangkatan anggota Dewan Pers tetap melalui 

Keputusan Presiden, namun tidak ada lagi campur tangan pemerintah 

terhadap institusi maupun keanggotaan Dewan Pers yang independen. 

Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers tidak lagi dicantumkan 

dalam Keputusan Presiden namun diputuskan oleh seluruh anggota 

Dewan Pers dalam Rapat Pleno. 

Anggota Dewan Pers yang independen, menurut UU Pers Pasal 

15 ayat (3), dipilih secara demokratis setiap tiga tahun sekali, yang 

terdiri dari: “(a) Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan; (b) 

Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan 

pers; dan (c) Tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau 

komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan 

dan organisasi perusahaan pers. 

(Sumber : http://www.dewanpers.or.id/page/profil/lembaga.com 

diakses pada tanggal 04 Pebruari 2014 pukul 19.00 WIB). 

3.1.2 Tugas dan Fungsi Dewan Pers 

Dewan Pers yang independen dibentuk berdasarkan ketentuan 

Undang-Undang RI No. 40 tahun 1999 tentang Dewan Pers. Dalam 

upaya mengembangkan dan menjamin kemerdekaan pers. Dewan Pers 

mengembang amanat atas dipatuhinya kode etik pers dan penggunaan 

standar jurnalistik professional. 
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Dewan Pers berfungsi : 

1. Menjaga kemerdekaan pers sebagai wujud hak publik untuk 

mengetahi dan memperoleh informasi serta berkomunikasi.  

2. Mengawasi kemungkinan penyalahgunaan profesi dan  

kemerdekaan pers.  

3. Menjadi mediator untuk membantu menyelesaikan pengaduan 

masyarakat berkaitan dengan pemberitaan pers yang merugikan 

public. 

(Sumber : http://penaonline.wordpress.com/2007/12/23/sejarah-

dewan-pers/.com diakses pada tanggal 05 Pebruari 2014 Pukul 

15.30 WIB).  

Menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Pers, Dewan Pers 

berfungsi sebagai berikut :  

1. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain. 

2. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers. 

3. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik. 

4. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian 

pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan 

pemberitaan pers. 

5. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan 

pemerintah. 
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6. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun 

peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas 

profesi kewartawanan. 

7. Mendata perusahaan pers 

 (Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Pers.com diakses 

pada tanggal 06 Pebruari 2014 Pukul 13.00 WIB). 

Dewan pers lahir dalam semangat reformasi, bersifat mandiri 

dan tidak ada lagi unsur pemerintah dalam kepengurusannya. Dengan 

dukungan masyarakat pers Indonesia, otoritas Dewan Pers semata-

mata terletak pada kemauan perusahaan dan redaksi media pers untuk 

menghargai pandangan Dewan Pers serta secara sukarela mematuhi 

kode etik jurnalistik dan mengakui kesalahan, segaja atau tidak, secara 

terbuka. 

3.1.3 Sruktur Organisasi Dewan Pers  

Menurut Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Pers, anggota 

Dewan Pers dipilih secara demokratis setiap tiga tahun sekali. Anggota 

Dewan Pers terdiri atas : 

a. Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan. 

b. Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan 

pers. 

c. Tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan 

bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan 

organisasi perusahaan pers. 
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Dalam buku Dewan Pers Periode 2013 – 2014 (2013 : 11) 

menjelaskan Untuk periode 2010 sampai sekarang, anggota Dewan 

Pers adalah : 

1. Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L. (unsur tokoh masyarakat) 

2. Ir. Bambang Harymurti, M.P.A. (unsur wartawan) 

3. Agus Sudibyo, S.I.P. (unsur tokoh masyarakat) 

4. Drs. Anak Bagus Gde Satria Naradha (unsur pimpinan perusahaan 

pers) 

5. Drs. Bekti Nugroho (unsur wartawan) 

6. Drs. Margiono (unsur wartawan) 

7. Ir. Muhammad Ridlo Eisy, M.B.A (unsur pimpinan perusahaan 

pers) 

8. Wina Armada Sukardi, S.H., M.B.A., M.M. (unsur tokoh 

masyarakat) 

9. Ir. Zulfiani Lubis (unsur pimpinan perusahaan pers) 

Dalam struktur kelembagaan Dewan Pers terdiri atas 7 komisi 

agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Komisi-komisi yang 

terdapat dalam Dewan Pers adalah : 

1. Ketua Dewan Pers : Bagir Manan, Wakil Ketua Dewan Pers : 

Margiono 

2. Komisi Pengaduan MasyarakatPenjabaran dari Pasal 15 Ayat (2) 

Huruf c : “Menetapkan dan mengawasipelaksanaan Kode Etik 

Jurnalistik,” dan Pasal 15 Ayat (2) Huruf d :“Memberikan 
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pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan 

masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan 

pemberitaan pers”. Ketua Komisi: M. Ridlo Eisy dan Wakil Ketua 

: Yosep Adi Prasetyo, Imam Wahyudi, Nezar Patria 

3. Komisi Hukum Penjabaran dari Pasal 15 Ayat (2) Huruf a : 

“Melindungi kemerdekaan pers daricampur tangan pihak lain” 

dan Pasal 15 Ayat (2) Huruf f : “Memfasilitasi organisasi-

organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang 

pers”. Ketua Komisi : Yosep Adi Prasetyo dan Wakil Ketua : 

Jimmy Silalahi dan  M. Ridlo Eisy Komisi 

4. Komisi Pengembangan Profesi Wartawan, Penelitian dan 

Pendataan Perusahaan Pers Penjabaran dari Pasal 15 Ayat (2) 

Huruf b : “Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan 

pers,” Pasal 15 Ayat (2) Huruf f : “....meningkatkan kualitas 

profesi kewartawanan,” dan Pasal 15 Ayat (2) Huruf g : “Mendata 

perusahaan pers”. Ketua Komisi : Ninok Leksono dan Wakil 

Ketua : Imam Wahyudi, Ray Wijaya 

5. Komisi Hubungan Antarlembaga dan Luar NegeriPenjabaran dari 

Pasal 15 Ayat (2) Huruf e : “Mengembangkan komunikasi antara 

pers, masyarakat, dan pemerintah.”Ketua Komisi : Nezar Patria 

dan Wakil Ketua : Jimmy Silalahi 
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Dewan Pers juga diizinkan mendirikan perwakilan di sejumlah 

ibukota provinsi yang sarat akan media seperti Surabaya, Medan dan 

Makassar. Tetapi perwakilan ini hanya berfungsi sebagai penyalur 

pengaduan publik terkait pemberitaan di wilayahnya ke Dewan Pers, 

memberikan saran terkait sengketa, dan tidak memiliki wewenang 

untuk memutuskan sengketa meskipun dapat diikutsertakan dalam 

sidang-sidang Dewan Pers. 

Untuk periode 1968-1999 Dewan pers masih bersama dengan 

Menteri Penerangan, adapun ketua yang menjabat adalah sebagai 

berikut : 

 

 

No Nama Mulai Jabatan Akhir Jabatan 

1 Laksda TNI Boediardjo 1968 1973 
2 Mashuri, S.H 1973 1978 
3 Ali Murtopo 1978 1983 
4 Harmoko 1983 1997 
5 R. Hartono 1997 1998 
6 Alwi Dahlan 1998 1998 

7 
Letjen. TNI Yunus 
Yosfiah 

1998 1999 

 

Setelah tahun 1999 Dewan Pers menjadi Dewan Pers yang 

independen, adapun ketua yang menjabat adalah sebagai berikut : 

No Nama Mulai Jabatan Akhir Jabatan 

1 
Atmakusumah 
Astraatmadja 

2000 2003 

2 
Prof. Dr. Ichlasul Amal, 
MA 

2003 2010 

3 
Prof. Dr. Bagir Manan, 
S.H., M.C.L. 

2010 Sampai Sekarang 
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3.1.4 Visi dan Misi Dewan Pers  

Visi : 

Melindungi dan meningkatkan kemerdekaan pers nasional berdasarkan 

prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia. 

Misi : 

1. Melakukan penguatan lembaga Dewan Pers. 

2. Meningkatkan kualitas sumberdaya pers, antara lain dengan 

mendirikan School of Journalism. 

3. Memberdayakan organisasi pers. 

4. Meningkatkan efektivitas penggunaan UU Pers No.40/1999 dalam 

melindungikemerdekaan pers. 

5. Melakukan pengkajian (mereview) UU Pers No.40/1999. 

6. Memberdayakan jaringan ombudsman dan lembaga mediasi 

sengketapemberitaan pers. 

7. Menumbuhkan masyarakat pers yang taat kode etik  

8. Memperjuangkan kemerdekaan pers dalam constitutional rights. 

9. Meningkatkan kesadaran paham media (media literacy) 

masyarakat. 

10. Mewujudkan jurnalisme keberagaman (multicultural journalism). 

 

3.2. Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers 

Dewan Pers independen dibentuk pada tahun 2000 dan telah 

mengesahkan dua kode etik. Pertama, diberi nama Kode Etik Wartawan 
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Indonesia (KEWI). KEWI merupakan hasil pertemuan 26 organisasi 

wartawan di Bandung.  

Pada Maret 2006 di Jakarta sebanyak 29 organisasi pers kembali 

berkumpul. Dewan pers memfalitasi pertemuan organisasi-organisasi Pers 

untuk membahasa revisi Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) menjadi 

Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Proses revisi KEWI yang disahkan pada 8 

Agustus 1999 menjadi KEJ (ditetapkan pada 14 Maret 2006). Berdasarkan 

KEJ ini Dewan Pers mengeluarkan bentuk rekomendasi dan penilaian tentang 

sengketa pemberitaan pers (Luwarso, 2007 : 59). 

Sistematika Kode Etik Jurnalistik 2006 terbagi menjadi tiga hal, 

pertama, menyangkut kewajiban jurnalistik, apa yang diperbolehkan dan 

tidak diperbolehkan dalam praktek jurnalisme (pasal 1 sampai 9 KEJ). 

Kedua, hal-hal yang perlu dilakukan oleh pers jika terjadi pelanggaran pada 

kode etik (pasal 10 dan 11 KEJ). Ketiga, fungsi Dewan Pers sebagai lembaga 

yang akan memberikan penilaian dan rekomendasi atas pelanggaran etik yang 

terjadi, serta pemberian sanksi dilakukan oleh organisasi wartawan atau 

perusahaan pers. Kode Etik Jurnalistik bukanlah suatu aturan hukum yang 

bersifat permanenatau bermakna tetap dan mengikat. Oleh sebab itu dalam 

Kode Etik Jurnalistik disertakan ”penafsiran” dari tiap-tiap pasalnya, karena 

dalam ranah Kode Etik dimungkinkan adanya penjelasan lain atas penafsiran 

untuk situasi dan konteks yang berbeda. 

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan untuk menganalisi isi 

Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers. Pada alenia awal berisi Pembukaan atau 
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preambule tentang kemerdekaan dalam berpendapat, berekspresi, dan pers 

adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 

1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Dewan Pers 

menjelaskan kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh 

informasi dan berkomunikasi dengan tujuan memenuhi kebutuhan hakiki dan 

meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan 

pers tersebut, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan 

bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma 

agama. 

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya pers 

menghormati hak asasi setiap orang, oleh karena itu pers dituntut profesional 

dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Kemerdekaan pers juga 

memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, maka 

wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai 

pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan 

integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia 

menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik. 

Terdapat 11 pasal dalam Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers yang 

harus dipatuhi, diantaranya adalah pertama, Pasal 1 berisi tentang Wartawan 

Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat dan tidak 

beritikad buruk. Independen adalah memberitakan peristiwa atau fakta yang 

sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, dan paksaan dari pihak 

lain termasuk pemilik perusahaan pers. Akurat adalah dapat dipercaya dan 
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benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Tidak beritikad buruk 

berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan 

kerugian pihak lain.  

Kedua, Pasal 2 berisi tentang Wartawan Indonesia menempuh cara-

cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Cara-cara yang 

profesional adalah menunjukkan identitas diri kepada narasumber, 

menghormati hak privasi, tidak menyuap, menghasilkan berita yang faktual 

dan jelas sumbernya. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran 

gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan 

ditampilkan secara berimbang. Menghormati pengalaman traumatik 

narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara. Selain itu tidak melakukan 

plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya 

sendiri. 

Ketiga, Pasal 3 berisi tentang Wartawan Indonesia selalu menguji 

informasi,  tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi,  serta 

menerapkan asas praduga tak bersalah. Menguji informasi adalahi melakukan 

check and recheck tentang kebenaran informasi itu. Berimbang adalah 

memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak 

secara proporsional. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi 

wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang 

berupa interpretasi wartawan atas fakta. Asas praduga tak bersalah adalah 

prinsip tidak menghakimi seseorang.  
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Keempat, Pasal 4 berisi tentang Wartawan Indonesia tidak membuat 

berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Bohong berarti sesuatu yang sudah 

diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan 

fakta yang terjadi. Fitnah adalah tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara 

sengaja dengan niat buruk. Sadis adalah kejam dan tidak mengenal belas 

kasihan. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, 

gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan 

nafsu birahi. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan 

mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.  

Kelima, Pasal 5 Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan 

menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan 

identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Identitas adalah semua data 

dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain 

untuk melacak. Anak dalam pasal ini yang dimaksud adalah seorang yang 

berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.  

Keenam, Pasal 6 berisi tentang Wartawan Indonesia tidak 

menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Menyalahgunakan 

profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas 

informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi 

pengetahuan umum. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda 

atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi. 

Ketujuh, Pasal 7 berisi tentang Wartawan Indonesia memiliki hak 

tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas 
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maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar 

belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan. Hak tolak adalak 

hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi 

keamanan narasumber dan keluarganya. Embargo adalah penundaan 

pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber. 

Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber 

yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya. Off the 

record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh 

disiarkan atau diberitakan. 

Kedelapan, Pasal 8 berisi tentang Wartawan Indonesia tidak menulis 

atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap 

seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, 

dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, 

cacat jiwa atau cacat jasmani. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik 

mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas. Diskriminasi adalah 

pembedaan perlakuan. 

Kesembilan, Pasal 9 berisi tentang Wartawan Indonesia menghormati 

hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan 

publik. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-

hati. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan 

keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. 

Kesepuluh, Pasal 10 berisi tentang Wartawan Indonesia segera 

mencabut, meralat,  dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat 
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disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau 

pemirsa. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena 

ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. Permintaan maaf disampaikan 

apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok. 

Kesebelas, Pasal 11 berisi tentang Wartawan Indonesia melayani hak 

jawab  dan hak koreksi secara proporsional. Hak jawab adalah hak seseorang 

atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan 

terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Hak 

koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi 

yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. 

Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. 

Terakhir adalah Penutup berisi tentang Penilaian akhir atas 

pelanggaran kode etik jurnalistik yang dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas 

pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan 

atau perusahaan pers. Pada tanggal 14 Maret 200 Kode Etik Jurnalistik 

Dewan Pers ini telah disepakati 29 atas nama organisasi wartawan dan 

organisasi perusahaan pers Indonesia. 

Adapun Peraturan Dewan Pers tentang Pengesahan Surat Keputusan 

Dewan Pers tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers 

beserta Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers terdapat pada lampiran. 

3.3. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers 

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang 

berasaskan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Dalam upaya 
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mengembangkan kemerdekaan pers dan untuk meningkatkan kehidupan 

persnasional dibentuk Dewan Pers yang independen. Selain untuk melindungi 

kemerdekaan pers, Dewan Pers juga berfungsi menetapkan dan mengawasi 

pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik serta memberikan pertimbangan dan 

mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang 

berhubungan dengan pemberitaan pers. 

Oleh karena itu dalam rangka mengawasi pelaksanaan Kode Etik 

Jurnalistik, Dewan Pers menerima dan memproses pengaduan pelanggaran 

serta menindaklanjuti informasi dari masyarakat menyangkut dugaan adanya 

pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan prinsip-prinsip kemerdekaan pers. 

Berikut prosedur pengaduan Dewan Pers :  

a. Dewan Pers menerima pengaduan masyarakat menyangkut pelaksanaan 

Kode Etik Jurnalistik atau kasus-kasus pemberitaan pers lainnya.  

b. Dewan Pers tidak memeriksa pengaduan yang sudah diajukan ke polisi 

atau pengadilan. 

c. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis atau datang ke Dewan Pers. 

d. Pengadu wajib mencantumkan nama dan alamat lengkap (nomor 

telepon, faksimil, email jika ada). 

e. Pengaduan ditujukan kepada Dewan Pers (Dewan Pers, 2013 : 24) 

Adapun format formulir pengaduan dan isi berita yang melanggar 

Kode Etik Jurnalistik yang dilaporkan melalui status pengaduan serta 

pernyataan penilaian dan rekomendasi dari Dewan Pers terdapat pada 

lampiran. 


